
· BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 
N0M0R 5.TAHUN 2022 

TENTANG 

· PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGA! TENGAH,· 

Menimbang . : ·bahwa. :untuk . mel�sanakan ket�ntu� Pa.b� 3 ayat '(�) UndaiJ.g-_ 
..

. · . Undang ·-Norn.or·, i7 ·Tahun 2003 1 tentang 'Keuangan., 'Negara 
· sebagaimana· telah diubah dengan Unc;iang-Undang Nomor.2 Ta.bun

2020 .tentang Penetapan Peraturan Pemeriritah Pengganti Undang
Undang Nomor 1 Tahun.2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan µntuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease· 2019 (Covid-19)' dan/atau Dalam · Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonoriiian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem. Keuangan Mel).jadi.p11-dang-:-_.
Undang, dan ketentuari Pasal 23 ayat (4) Peraturan .Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan · Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat 1. Undang-'Undang Nomor 27' · Tahuh i 959. te'xi�g Penetapan · · 
Undang-'undang Darurat Nomor 3 tah1,m· 1953 tentang
Peml;>entukan Daerah ·Tingkat ·II. ·di. Kalimantan. (Lenibaran ·
Negara Republik Indonesia Tahun 1 Q53 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republlk Indonesia. Tahun
1959 Noinor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahu_n 2003 tentang Ke1,1angan_.
· Negara- (Lembar� Negara Republik · lndo,;iesia · Ta:hun :2003.

Nomor · 4 7, 'ran:tbahail · Lembaran Negara Republik Jnd9riesi.a ·
.-Noinor. -4286) : seba.gaimana, telah .dil.1:oah . denga.ir .. ·-und�ff
Undang Nomor 2 · Tahun 2020 tentan'g Penetapan Peraturan
f>emerintah Perigganti Undang-Undang · Nomor 1 Tahun 2020 .
tentang Kebijakan Keuangan Negara .dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk ?enanganan Pandemi Corona Virµs Disease
2019 (Covid-'19) dan/atau Dalam · Rangka.. · Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/ata� St,abilita.s Sistem Keuangan.M�njadi Ut:idang�Und�g ..

. (Leniba.ran'· N ega.ra Republik In.doi-iesia 'i'ahun 2020 N 6m6r . I 34, ·
T�bahan Leinb�a.n·Nega.ra:Republik Incfo�esia Norrtot 65i6);

. . � . ' 

I· 
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3. 

4. 

' 5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 -tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republic Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republic 
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam 
Rangka . Menghadapi Ancaman · yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan 
Menjadi Undang-Undang Lembaran ·Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6516); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lemparan Negara Repub� Ind9n,esia Nomor 4400); 
Undang-Undang Nomor 25 · Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional '(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahuri 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia fiom<;>r 4421); 

Undang-Undat).g Nomor 23 .Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republic ,Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali _diubah-terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan 
Permerintah Daerah (Lembaran, Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Le�baran Negara Republik 
Indonesi.a Nomor 6757); · · 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 teritang Administrasi 
. Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara· Republic. 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah1.,m 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor q573); 
Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah, Pusat dengan .Pemerlritah 
Daez:ah. -(Lembar� �(:gara. Republik. Indonesia_ Tahun,.2015 
Nomor 4, Tambahan Lembara11 Neg�a Repub.lik Indonesia 
Nomor 6757); 
Peraturan Pemerintah Nomor : 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Repuolik Indonesia Tahun 2000 
·Nomor 210, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor402�; . .
Peraturan -Pei:nerintah· . Nomor · 23 . Tahun 2005- tentang ·
Pengelolaan Keuangan Badan ,Layanan. Um.um. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik · Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pe�erintah
Nomor 74 Tahu'n 2012 tentarig · Perubah.an. atas Pe.raturan

· Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Bagan
Layanan Umum (Lembaran Negara. Republik Indopesi9;.Tah\Ul

2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republic
Indonesia Nomor 5340);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara =�epub�
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan ·Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indontsia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12 .. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang.Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor- 39 Tahun 2007 tentang
. Pengelolaan Uang· Negara/Da�rah .(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor B3, TaIIJ.bahan Lembaran 
Negara Repub� Indonesia Nomor 4738); 

14. P�raturan Pemeriritah 'Nomor n Tahun 2010 tentang S4indar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lernbaran Negara Republik. Indonesia Tahun. 2012
Nomor 5, Tambahan · Lembaran �egara Republik Indonesia
Nomqr 5272); •. . . . . · . 

. 16 .. Peraturari · Perheriritah . Nomor: 27 Tahuri 
. 2014: 

. 
tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ,{Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Per'aturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten'tang Pengelolaan Barang 
Milik. Negara/Daerah (Lembaran. Negara· Republik Indonesia 
Tahun · 2020 Nomor 142, Tambahan Lembar-an ·Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523)'; . , 

. . 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 ! Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran : Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, !Tambahan Lembaran Negara

· Republik Indonesia · · ·Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengari Peraturan Pemerintah Nomor .72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pe_inerintah ·Nomor 18 Taliun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaian Negara · Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah. Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
• . . ' I ' . 

Keuangan dan. Administratif Pimpinan dan Anggota. Dewan
· · Perwakilan Rakyat Da.erah (Lembaran .. Negara . Republik 

Indonesia Tahun 2017· Nomor, 106, T�bahan �mbaran
Neg�a Republik iridone'sia: Nomor 6057); .. 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6173); · .. . 

· _ · 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 .Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembarari Negara . Republik · Indonesia
Tahun .2018 Nomor 2, ·Tambahan··Lembarat). Negara ,Republik
Indoriesia-'.Nomor 6178);· ·. .. : · : . ·: .· . , · · .

.
.. : . 
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I , 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. tentang.
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran ·Negara· Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

. Negara Republik Indonesia Tahu� ·2019' Nomor 52, Tambahap 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

23. Peratur:�n Pemerintah Nomor 63 -Tahun 2019 tentang,:lnvestasi
Pemerintah Daerah "(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6385);

24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan • Jangka Menengah. Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia·Tahun 2020 Nomoi:- 10);

25. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun ·2021 tentang �encapa
Kerja Pe_merintah- -Ta,hun 2022 ,(Lemba:ran ·Negara Repti�lik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);

26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Betj.ta Negara Republik
Indonesia Ta.hun:-2019 Noriior ·1447); : · 

· . ·· 
27. Peraturan . Menteri Dalam Negeri Nomor 77 ·tahur:i 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (B�rita
Negara Republiklrn;lonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

. 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tah:un.2021 Nomo.r. 92G);

29 .. Peraturan Daerah. Kabupaten Hulu ·sungai Tengah Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
·Daerah{Lerrib;rra.n · Daerah Kabupaten · Ht�lu Sungai · T�n_gah ..
Ta.nun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 11 Tahun 2016. tentang Pembentukan dan Susunan

' Perangkat Daerah '(Lembaran Daerah· Kabupaten :Huh.i Sunghl 
. Tei:igah Tahun �020 Nomor 3); , . 

· 
.. · 

· 

· 30: · Pet.atili:an .Da�rah Kabupateri Hulu S*ng� iengah )�9mor 1·
Tahun 2022 tentang Anggara.11- Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Tengah Tahun 2022 Nomor 1). 

Dengan Persetujuan Bersama. 

.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN °HULU SUNGAi

° 

TENGAH 

dan 
I 
I 

BUPATI HULU SUNGA! TENGAH . . •. \ .  

. . 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN · 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGA! 
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

·• ' 

I
•' 

• I 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daer$ ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupa.ti sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Hulu Sungai Tengah.

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan· Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah .. ' . ; , · 

5. Peraturan Bupati ·adaiah Peraturan iaupati Hillu Sungai rengah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutJ?.ya

disingkat APBD- adalah rencana keuangan -tahunan ·P·aerah yang
ditetapkan dengan Perda.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun. ' 

. . . 
8. Priori_tas dan Plafon Anggaran Sementara yang sela.njutnya

disingkat_ PPAS adalah program �rioritas dan batas maksµnal.
anggara:n yang diberikan kepada pbrangkat ·aaerah unttik setiap
program dan kegiatan sebagai ' acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja dari Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah 11dalah uang yang keluar dari kas Daerah ..
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang dicµru.i

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

12. Pendapatan Daerah adalah semua hak �aerah yang diakui · 
sebagai penambah nilai kekayaan I bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan. , : 

13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kemb_ali dan/atau.pengeluaran yang akan diterim� kembal

i

, baik
pada tahun · anggaran · berkenaan maupun ' pada tahun-'-tah�
anggarB? berikutnya.

BAB II 
PERUBAHAN APBD 

. . 

Pasal 2 

(1) · Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahart APBD_ 
Tahuµ .'\nggaran 2022, . . 

·(2i · · Perubahan APBD. Tahun • Ariggaran 2022 sebaga:imana ·
dimaksud pada ayat (1) berpedoman .dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3 

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar 
Rpl.329.132.888.2-18,00 (satu. trilyu,n tiga ratu.s ,dua puluh_-�e.rnbfl�n .. 
milyar seratus tiga puluh dua juta delapcin ratu.s delapan puluh 
delapan ribu dua ratu.s delapan belas rupiah) . bertambah 
Rp61.269 .117.425,00 (enam puluh satu. milyar dua ratu.s enam 
puluh .sembilan juta seratu.s tu.juh belas ripu; empat ratu.s dua puluh 
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lima rupiah) menjadiRpl.390.402.005.643,00 (satu trllyun tiga ratus
sembilan puluh milyar empat ratus dua juta lima rlbu enam ratus 
empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan

a. Semul,a Rpl.151.937.392.089,00 
b. Bertambah Rp162.863.619.445,25 
Ju�lili ·Pendapatan setelah P�rubahan Rpl.314.801.01'1.534,25 

2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah
Jumlah Belanja setelah Perubahan

Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan 

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula 
. 2) (Berkurahg) ·

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 
b. Pengeluaran Pembiayaan

Rpl.329.132.888.218,00 
Rp61.269.117.425,00 

Rp 1.390.402.005.643,00 

(Rp75.600.994.108,75) 

Rp 177 .195.496.129 ,00 
(Rp66.594.502.020,25) 
Rpi 10.600.994.108, 75 

1) Semula · Rp0,00
2) Bertambah Rp35.000.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan ' Rp35.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Peri;ibahap Rp7,5.600.994.108,75 

Sisa Lebih Pembi�yaari :Artggarari .. (SI�PA) · �
setelah Perubahan · · .I 

Rpo_;oo 

Pasal 4 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli.Daerah
1. Sei:nula

. ·2 '. Bertambah .· 
Jtiinlah Penda.patan Asli Daerah, 
setelah Perubahan 

b. Pendapatan Transfer
1. Semula
2. Bertambah
Jumlah Pendapatan Transfer
setelah Perubahan 

Rp136.347.528.708,00 
: Rp�2.085. l05A45,25 
: ' 

Rpl 78.432.634.153,25 

Rp 1.0q 1.486.453.000,00 
Rp120. 778.514.000,00 

Rpl .122.264 .. 967.000,00 

c .. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
1. Semula Rp14.103.410.381,00 
2. _Bertambah Rp0,00 
_·Jumlah Lain.:tain·Pendapatan Daerah' · R, i4.103.4·io:3�{00:yang Sah setelah Perubahan · P · .· '. 

(2) Pendapatan Asli Daerah �ebagaimaI;la di�aksud pacia �yat 'hi
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

. . . . · 
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a. Pajak·Daerah
1. Semula
2. Bertambah
Jumlah Pajak Daerah
setelah Perubahan

b. Retribusi Daerah
1. Semula
2. Bertambah
Jumlah Retribusi Daerah
setelah Perubahan

Rpl3. l 72.070.120,00 
Rp 911.720.040,00 
Rp 14.083.790.160,00. 

Rp13.481.703.225,00 
Rp0,00 

Rp13.481.703.225,00 

c. · Hasil Pengelolaan Kekayaan· Dae rah yang Dlpisahkan
1. Semula Rp 5.000.000.000,00 
2. Bertambah Rp 1.774.948.816,00. 
Jumlah Hasil ·Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan setelah
Perubahan Rp 6.774.948.816,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli· Daerah yang S�h
1 .. Semula · · · Rp104.693.755.;363,00 
2_. Ber,tambah, . . . . Rp 39.398.436.589,25 

. Jumlah'Lain-lain PAD yang Sah 
setelah Perubahan Rp 144.092.191. 952,25 

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
1. Semula . Rp921.486.453.000,00 
2 .. Bertarribah Rp 111. 978.514.000,00 
Jumlah Pendapatan Transfer Rpl.033.464.967.000,00 
Pemerintah Pusat setelah Perubahan 
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari 

I 

Dana Transfer Umum�Dana Bagi Hasil (DBH) 
1. Semula · · Rp134.081.730.000;00 ·
2. Bertambah· Rpl 11.978.514.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah
Perubahan Rp246.060.244.000,00

Dana Transfer Umum-Dana .tµokasi Umum (DAU) 
1. Semul.a 1 �p478.160.029.000,00 

·2. B�r:tambah . ·.Rpb,oo 
Jumlah Dana 'Alokasi Umum
setelah Peruqahan 1 -Rp478.160,029.00,0,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 
1. Semula Rp49.793.088.000,00 
2. Bertambah Rp0,00 
J�1?lah Dana Alokasi Khusus' R 49.793.088.000 00 F1s1k setelah. Perubahan P · '· 

·. :qana Tran�fer. Khti.sus-Dana ,!Uo�a13f Khusus (DAK) 
Non·Fisik · i I r , 

1. Semula :Rpl30.783.599.000,00 
2. Bertambah Rp0,00· 
Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp130.783.599.000,00 
Non Fisik setelah Perubahan ·
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Dana Insentlf Daerah 
1. Semula
2. Bertambah
Jumlah D�na Insentif Daerah
setelah Perubahan
D�na.Deaa 
l. Sem�la • I 

2. Bertambah
Jumlah Dana Desa setelah
Perubahan

Rp6.589. 933.000,00 
Rp0,00 

Rp 6.589.933.000;00 

Rp 122.078.07 4 .ooo;oo
Rp0,00 

Rp122.078.074.000,00 

b. Pendapatan Transfer antar Daerah:
1. Semula
2. Bertambah
.Jumlah Pendapatan Transfer Antar
Daerah setelah Perubahan

Rp80.000.000.000,00 
Rp8.800.000.000,00 

Rp88.800.000.000,00 
,, 

(4) Lain-lain pendapatan Daerah ya.rig s� sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) huruf c · terdiri dari jenis penqapatan

Hibah 
1. Semula
2. Bertambah
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah
Perubahan

·Pasaf 5 ·! ·

Rp14>103.410.381,00 
Rp0,00 

, Rpl4.103.410.381,00 

(1) Belanja Daerah sebagaimana · diinaksu.d dalam pasal 3. terdiri
dari:

·. ,• 

a. Belanja Operasi
1. Semula
2. Bertambah
Jumlah Belanja Operasi 
setelah Pei:ubaJ;ian 

Belanja Operasi terdiri dari : 

-Belanja Pegawai
Semula 
(Berkurang) 

I· 

Jumlah Belanja Pegawai setelah 
Perubahan 

- Belanja Barang dan Jasa
Semula 
Bertambah 
Jumlah Belanja Barang Jas.a. 
setelah Perubahan 

-Belanja Hibah
Semula 
.(Berkurang) 
Jumlah Belanja Hibah setelah 
Perubahan 

Rpl .000.128.990.881,00 
Rp46.430.998.898,00 

Rp 1 :046.559. 989. 779 ,00 

Rp537 .543. 725.156,00 
(Rpl 7.134.726.70'0,00) 

Rp520.408.998.456,00. 

1Rp401.844.519.925,00
, Rp82.874.479.970,00 
,Rp4;84.718.999.895,00 

·i ': ' 

· .. ! 

Rp49.747.773.800,00 
(Rp 18.835.357 .372,00) 

Rp30.912.416.428,00 

. ·l . , ·. 
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- Belanja Bantuan Soslal
Semula 
Berkurang 
Jumlah Belanja Bantuan Sosial 
Setelah Perubahan 

b. Belanja Modal
1. Semula
2. Bertambah
Jumlah Belanja Modal
Setelah Perubahan

Belanja Modal Terdiri dari 

- Belanja Modal Tanah
Semula · 
Berkurang 
Jumlah Belanja Modal Tanah 
Setelah Perubahan 

Rpl0.992.972.000,00

(Rp4 73.397 .000,00) 

Rp 10.519 .575.000,00 

Rpl29.829.924.102,00 

Rpl0.121.555.903,00 

Rp139.951.480.005,00 

Rp25.603.423.800,00 
(Rp2. 775.341.000,00) 

Rp22.828.082.800,00 

- Belanja Modal Peralatan dan Mesln
Semula · · ' Rp32:253.�25.990,00 

:Bertambah . . .-Rp16.077.154'.583,00 
Jumlah 13elanja Modal Peralatanj 
dan Mesin setelah Perubahan ,Rp48.330.480.573,00 

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Semula Rp�7. 911.258.542,00

Berkurang (Rp3.802.900.876,00) 
Ju°:11ah Belanja ModaJ _Gedung d,an . ·R 24.-i08_-357_-666.·00: ·
Bangunan setelah Perubahan 1 

' P · • ' · 
. 

- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Semula : Rp43.981.881.770,00 
Berkurang (Rp2.419.739.635,00) 
Jumlah Belanja Modal 
Jalan,Jaririgan dan Irigasi Rp41.562.142.135,00 
Setelah Perubahan. 

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Semula 
Bertambah 
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap 
.lainnya Seteiah Perubahan . 

I 

c. B�l�nja 'i_ridak Terduga
1. Semula
2. Berkurang
Jumlah Belanja Tidak Terduga 
setelah Perub8f1an 

d. Belanja T:ransfer
· 1.' ·Semula· .· , 
2. Bertambah
Jumlah Belanja Tranfer Setelah
Perubahan 

Belanja Transfer terdiri dari

Rp80.034.000,00 
Rp3.042.382.831,00 

Rp3 .. 122.416.83_i ,0� 

Rp9. 750.000.000;00 

(Rp6.572.610. 780,00) 
Rp3. l 77.389.220,00 

· -Rp189.423_.973.2�·5;00
�Rpl .i .289.173.404;00
. ' 

Rp200;7 l3.146.639,00
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. .  '· . .

-Belanja Bagi Hasil
Semula 
Bertambah 
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah 
Perubahan 
-Bela,nja Bantuan Keuangan,
Semula
Bertambah 
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan 
Setelah Perubahan 

Pasal 6 

Rp2.850.525.335,00 
Rp91 :322.004,00 

•Rp2.941.847.339,00

Rp186.573.447.900,00 
Rp 11.197 .851.400,00 

Rp197.771.299.300,00 

(1) .Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pa�al 3
terdiri dari ·:

a. Penerimaan Pembiayaan
1. Semula
2 .. (Berkurang)

Rpl 77.195.496.129,00 
(Rp66.594.502,020,25) 

Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rpl 10.600.994.108,75 

b. Pengeiuaran Pembiayaan
1. Semula
2. Bertambah

Rp0,00 
Rp35.000.000.000,00 

Jumlah pengelµaran _pembiayaan ' 
. 

setelah perubahan ·' · ' Rp35.000.000.000,00_. 
. . . 

. (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada- ayat (1) 
huruf a terdiri dan jenis pembiayaan: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran
sebelumnya sejumlah Rp 110.600. 994.1-08, 75

1. Semula Rp177.195:496.129,00 
Z. (Berkurang}° · (Rp66.594.502.020,25) 
Jµmlah Si�a Lebih Perhitungah . .. 

·Artggaran (SiLPA) Tahull'Anggiµ-an Rpll0.600.994:108,75
sebelumnya setelah perubahan

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp0,00
1. Semula ' 1 ' 

2. Bertambah
Jumlah Pencairan dana cadangan

Rp0,00 
Rp0,00. 
Rp0,00 Setelah Perubahan 

c� Hasil . . : penjµalan kekayaan · Daerah yang dipisah��n· '.·.
sejumlah .Rp0,00 . , : 
1. Semula
2. Bertambah
Jumlah Hasil penjualan kekayaan
Daerah yang dipisahkan Setelah
Perubahan

d. Penerimaan Pinjainan Daerah sejumlah RpO�OO
1. Semula
2. Bertambah
Jumlah Penerimaan Pinjaman naerah
Setelah Perub_ahan .

I •. 
•, ' 

Rp0,00 
Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0,00 
Rp0,00. 

Rp0,00 .· 
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I 

e. Penerlmaan Penyertaan Modal sejumlah Rp0,00
1. Semula
2. Bertambah
Jumlah Penerimaan kembali penyertaan
modal setelah perubahan

r. Penggunaan Plutang Daerah sejumlah Rp0,00
1. Semula
2. Bertambah
Jumlah Piutang Daerah Setelah
Perubahan ·

Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0,00

Rp0,00 

Rp0,00 

Rp0,00 

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pembiayaan

a. Penyertaan Modal Daerah (Investasi) Pemerintah Daerah
sejumlah Rp35.000.000.000,00
1. Semula Rp0,00 

2. Bertambah . , · · . Rp35.000.000.000,00 

Jumlah Penyertaan Modal Daerah 
(I ') S lah bah . Rp,35.000.000.000,00 nvestas1 ete Peru an 

. . .• . · . ·I 

b. Pemberian Dana Talangan sejumlah Rp0,00
1. Semula
2. Bertambah

Rp0,00

Rp0,00 
Jumlah Pemberian Dana Talangan
Setelah Perubahan Rp0,00 

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp0,00
1. Se.mula

. . . .. . . 
. Rpo;oo 
Rp0,00 2. Bertambah

Jumlah Pembayaran Pokok Utang
Setelah Perubahan Rp0,00 

d. Pemberian Pinjainan ·Daerah· sejumlah Rp0,00
1. Semula
2. Bertambah

Rp0,00 
Rp0,00 

. .

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah
Setelah Perubahan Rp0,00 

Pasal 7 
. 

I. 
' 

Uraia.n lebih lanjut Peruba:han Angg�an Pendapatan dan 'Belahja 
Daerah sebagaimana dim�sud, Pasal 3, tercantuµi:dalam.J;,amplrap 
yang merupaka.n bagian· tidak tei-pisahkan dari Peraturan.Daerah · 
ini, terdiri dari: 

1. Lampiran I

2. La.rnpiran II·

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi 
menurut kelompok dan .jenis pendapatan, 
belanja, dan pemb.ia.yaan; · 1 

Ringkasan Perubahari J,\PBD yang diklasifikasi 
. • µienurut urusan-: pemerintah� da�rah dim 

.-. ·, ; • . !' . . i' ' . . ' ,·;.. . . 
.. orgamsas1; . · : . . · . .

Rincian Perubahan AP,BD. ·menurut U:rusan 
pemerintahan d�era.h,· · organisasi, program, 
kegiatan, subkegiatan, .akun, kelompok, jenis 

. pendapatan, belanja,. dan pembiayaan; . 
Rekapitulasi belarija dan kesesuaian menu.rut 
uru·san pemerintahan daer'ah, organisasi, 
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·5. Lampiran V

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

· 9. Lampiran IX

program beserta hasil, kegiatan beserta 
keluaran, dan subkegiatan beserta keluaran; 
Rekapitulasi belanja daerah untuk keselasaran 
dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah 
dan fungsi dalam . · kerangka pengelola.an
keuangan negara; 
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan 
Rancangan APBD; 
Sinkronisasi Program, Kegiatan, qan 
Subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan 
Ra.pcangan APBD; 
Sinkronisasi Program �rioritas Nasional dengan 
Program Pi-iorita� Daerah. 

Pasal 8 

I ' 

I I 

( 1) Dalam keadaari darurat termasuk · keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya · dan/atau pengeluaran melebihi pagu
yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya
dimasukan clalam perubahan anggar� pei;iclapatan clan belanja
daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022,
dengan tata cara s�suai dengan CflTc!- terlebih:dahulu mela)rukan

· perubahan . peraturan kepala · ; daerB:h itentang Penjabara11
Perubaha.n APBD, dan pemberitahuan,kepada. Pimpinan DPRD
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud paµa ayat (1) meliputi: ·
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau

kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu

kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

-meliputi: . · ..
a. Kebutuhan daerah dalam rangka I pelayanan dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun 
anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat clan belanja yang
bersifat wajib; · . . . . .

c. Pengeluaran daerah yang berada d.iluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amc:!.11at peraturan perundang-undangari; dan/ atau ·. · . . 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang· apabila ditimcla akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/ atau masyarakat.

BAB III 
PENJABARAN PERUBAHAN APBD. 

Pasal"9 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2022 diatur dengan 'Peratl,lrari Bupati 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, m,emerihtahkan pengundangan 
Peratur.an Daerah dengfµl penempattlnnya dalam.Lembaran Daerab
'Kabupaten Hulu Sungai Tengah , · . 

Diundangkan di Barabai 
Pada tanggal 31 Oktober 2022 

NGAH 

Ditetapkan di Barabai 
pada tanggal 31 Oktober 2022 

B 

I • 

DI 

' I 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN, HULU SUNGA! TENGAH TAHUN 2022 
NOMOR : 05 . . - - . 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGA! TENGAH 
PROVINS! KALIMANTAN SELATAN: 5-103/2022 
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